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ABSTRAK 
ANDI ROSADI HAMRI (B111 09 304), “Peran Konsil Kedokteran 
Indonesia Dalam Melindungi Masyarakat Penerima Jasa Pelayanan 
Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran”. Di Bawah Bimbingan Marthen Arie Selaku 
Pembimbing I dan M. Yunus Wahid Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsil kedokteran 
Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat bagi 
konsil kedokteran Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat penerima 
jasa pelayanan kesehatan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin dan pada Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi. Selanjutnya data 
yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara  
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (A) Dalam Undang-Undang 
Praktek Kedokteran ditegaskan bahwa tugas konsil Kedokteran Indonesia 
adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, dan mengesahkan 
standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang telah berjalan dengan 
baik, namun dalam hal pembinaan dapatlah dikatakan telah dilaksanakan 
namun belum secara maksimal serta pengawasan dapat dikatakan belum 
ada satu pun program-program Konsil Kedokteran Indonesia sampai saat ini 
mengarah pada tugas dan fungsi pengawasan; dan (B) Faktor penghambat 
bagi konsil kedokteran indonesia dalam upaya melindungi masyarakat 
penerima jasa pelayanan kesehatan adalah : (i) Pengaturan pembatasan 
tempat praktik dalam undang-undang praktik kedokteran; (ii) Masih terdapat 
delegasi kewenangan dokter ke non dokter yang bukan ahlinya; (iii) 
Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam standar pendidikan 
profesi dokter; dan (iv) Seringnya terjadi konflik kepentingan di lapangan dan 
kurangnya kejujuran berprofesi.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam 
berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan 
derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian 
integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi 
penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Perubahan konsep 
pemikiran penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak dapat dielakkan. 
Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan 
penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan upaya 
kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan 
penyakit dan peningkatan kesehatan. Paradigma ini dikenal dalam kalangan 
kesehatan sebagai paradigma sehat. Sebagai konsekuensi logis dari 
diterimanya paradigma sehat maka segala kegiatan apapun harus 
berorientasi pada wawasan kesehatan, tetap dilakukannya pemeliharaan dan 
peningkatan kualitas individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungan dan 
secara terus menerus memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan 
yang bermutu, merata, dan terjangkau serta mendorong kemandirian 
masyarakat untuk hidup sehat. 
 
 
Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak 
pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian 
yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif 
hukum dan perundang-undangan yang ada. Tinjauan yuridis yang 
menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam 
mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi 
hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan 
yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa “hukum itu ada namun harus 
ditemukan”.1 
Secara ringkas untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 
bagi setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian 
yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang 
berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, 
ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang 
kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan 
perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan 
yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan 
                                                          
1
 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm. 124 
 
 
yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun 
masyarakat penerima pelayanan kesehatan.2 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk 
mengajukan gugatan / tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi 
konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap telah 
melanggar hak-haknya, terlambat melakukan / tidak melakukan / terlambat 
melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa / 
barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal 
Ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan 
kesehatan dapat menuntut / menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya jika terjadi konflik. 
Pada era global dewasa ini, tenaga medis merupakan salah satu 
profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat, karena sifat pengabdiannya 
kepada masyarakat sangat kompleks. Akhir-akhir ini, masyarakat banyak 
yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik sorotan yang disampaikan secara 
langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para 
dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media 
elektronik. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa sebenarnya 
                                                          
2
 Faiq Bahfen, Hukum Kesehatan, (http://faiqblog.hukum-kesehatan.html) Diakses 
Pada Hari Senin 05 November 2012, Pukul 20:30 WITA. 
 
 
masih banyak faktor lain di luar kekuasaan tenaga medis yang dapat 
mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi 
fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk 
mentaati nasehat dokter. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan upaya 
medis (yang terbaik sekali pun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu 
tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh 
dengan ketidakpastian (uncertainty) dan tidak dapat diperhitungkan secara 
matematik.3 
Begitu pula halnya dengan proses diagnosis (mencari dan 
mendefinisikan gangguan kesehatan), yang pada hakikatnya merupakan 
bagian dari pekerjaan tenaga medis yang paling sulit. Meskipun sudah 
banyak alat canggih yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan ini, 
tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya tingkat kesalahan (perbedaan 
klinik dan diagnosis otopsi klinik) di berbagai rumah sakit di negara-negara 
maju. Sama halnya dengan tindakan terapi, hasil diagnosis yang salah juga 
tidak secara otomatis menimbulkan adanya tindak pidana. Harus dilakukan 
penelitian terlebih dahulu apakah tindakan malpraktek tersebut merupakan 
akibat tidak dilaksanakannya standar prosedur diagnosis. 
Pada kenyataan sehari-hari sering terdengar keluhan-keluhan dari 
masyarakat tentang mutu pelayanan yang diterima dari rumah sakit. Keluhan 
                                                          
3
 S. Sutrisno, Tanggung Jawab Dokter di Bidang Hukum Perdata. Segi-segi Hukum 
Pembuktian, Makalah dalam Seminar Malpraktek Kedokteran, Semarang 29 Juni 1991, Hlm. 
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tersebut antara lain mengenai pelayanan rawat inap yang dianggap kurang 
nyaman, jarang/tidak adanya kunjungan dokter ahli atau fasilitas yang 
diterima tidak sesuai dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan pasien. Ada 
juga keluhan mengenai petugas penerima pasien yang mewajibkan 
pembayaran uang muka untuk 10 (sepuluh) hari ke depan. Keluhan juga 
disampaikan mengenai pelayanan IGD / UGD yang dianggap tidak cekatan 
dan tidak manusiawi. Dikeluhkan bahwa petugas UGD tidak segera 
memberikan pertolongan pada pasien kecelakaan lalu lintas dengan alasan 
menunggu keluarga dekatnya. Setelah keluarga dekat pasien datang, 
petugas tersebut menanyakan pada mereka mengenai siapa yang 
bertanggungjawab atas biaya rumah sakit. 
Profesi kedokteran dan kedokteran gigi telah memasuki fase baru 
setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka 
penataan profesi kedokteran dan kedokteran gigi menjadi semakin baik dan 
jelas, dan mengikuti perkembangan didunia internasional. Konsil Kedokteran 
Indonesia dan juga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut pada hakekatnya bertujuan 
untuk melindungi masyarakat pengguna jasa pelayanan kedokteran dan 
kedokteran gigi. Demikian pula penegakan disiplin kedokteran oleh MKDKI 
(Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sangat penting artinya 
 
 
untuk meningkatkan mutu dokter dan dokter gigi, dan upaya menjaga 
martabat dan kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.4 
Bukan hanya itu saja Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran juga mengamanahkan bahwa konsil Kedokteran 
Indonesia melakukan registrasi terhadap dokter dan dokter gigi, 
mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan 
melakukan pembinaan termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan 
praktik kedokteran dalam upaya menjamin masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan secara professional.5 
Praktik kedokteran merupakan upaya kesehatan yang sangat penting 
peranannya dalam meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia, 
dengan demikian peran dan kedudukan dokter dan dokter gigi yang strategis 
sebagai pelaku praktik kedokteran dan kedokteran gigi tidak diragukan lagi. 
Masyarakat pengguna jasa pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi, dalam 
hal ini kita sebut sebagai pasien, mempercayakan diri dan hidup mereka 
kepada dokter atau dokter gigi dalam menangani masalah kesehatan 
mereka. Oleh karena itu, dokter atau dokter gigi sudah seharusnya 
                                                          
4
 Merdias Almatsier dkk, Himpunan Peraturan Tentang Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia, (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). Hlm. iii 
5
 Konsil Kedokteran Indonesia, Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik, 
(Jakarta: KKI, 2007). Hlm. 1 
 
 
memberikan pelayanan yang profesional sebagai konsekuensi dari 
pemberian kepercayaan tersebut.  
Pelayanan yang profesional adalah pelayanan yang diberikan dengan 
tingkat kecakapan yang tinggi, hati-hati, teliti, penuh kepedulian dan etis. 
Itulah sebabnya tindakan dan perilaku profesional (professional conduct) 
menjadi dasar yang utama bagi dokter dan dokter gigi dalam melakukan 
kegiatan praktik kedokteran atau kedokteran gigi untuk melayani pasien-
pasien mereka. Dan dengan demikian mematuhi atau menaati aturan atau 
ketentuan mengenai “professional conduct” dalam menerapkan keilmuannya 
menjadi kewajiban para dokter dan dokter gigi.  
Untuk menjaga dan menegakkan disiplin para dokter dan dokter gigi 
dalam menerapkan “professional conduct”, Konsil Kedokteran Indonesia telah 
menerbitkan beberapa peraturan tentang Majelis Kehormatan Disiplin 
kedokteran Indonesia, meliputi Organisasi dan Tata Kerja MKDKI, Tata Cara 
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi 
oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, dan Pedoman 
Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran.6 
Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk 
mengkaji lebih jauh mengenai peran konsil kedokteran Indonesia, sehingga 
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penulis memilih judul “Peran Konsil Kedokteran Indonesia Dalam 
Melindungi Masyarakat Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Menurut 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”. 
B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok 
kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam 
penelitian ini : 
1. Bagaimanakah peran konsil kedokteran Indonesia menurut Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ? 
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat bagi konsil kedokteran 
Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan 
kesehatan ? 
C.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ; 
1. Untuk mengetahui peran konsil kedokteran Indonesia menurut Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat bagi konsil 
kedokteran Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat penerima jasa 
pelayanan kesehatan. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
 
 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dibidang 
hukum tata negara khususnya mengenai peran konsil kedokteran 
Indonesia dalam melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan 
kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak praktisi guna 
meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam melayani 
masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian-Pengertian 
1. Peraturan Perundang-undangan. 
Peraturan merupakan hukum yang in abstracto atau general norm 
yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah 
mengatur hal-hal yang bersifat umum (general)7. Secara teoritis, istilah 
“perundang-undangan” (legislation, wetgeving, atau gesetzgebug) 
mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai berikut : 
a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses 
membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat 
maupun di tingkat daerah. 
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang 
merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik 
ditingkat pusat maupun ditingkat daerah8.  
Berkenaan dengan perundang-undangan, A. Hamid S. Attamimi 
menulis sebagai berikut : 
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 Ridwan. H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
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8
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“istilah perundang-undangan (wettelijkeregels) secara harfiah dapat 
diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik 
peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan 
yang lebih rendah yang merupakan atribusi dan delegasi 
kewenangan perundang-undangan, maka yang tergolong 
perundang-undangan di negara kita adalah undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya 
seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden yang berisi 
peraturan, keputusan menteri yang berupa peraturan keputusan 
kepala lembaga pemerintah non departemen yang berisi peraturan, 
keputusan direktur jenderal departemen yang dibentuk dengan 
undang-undang yang berisi peraturan, peraturan daerah tingkat I, 
keputusan gubernur kepala daerah yang berisi peraturan yang 
melaksanakan ketentuan peraturan daerah tingkat I, peraturan 
daerah tingkat II, dan keputusan bupati / wali kota madya kepala 
daerah yang berisiperaturan yang melaksanakan ketentuan 
peraturan daerah tingkat II”9. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan 
perundang-undangan adalah: 
“Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang 
dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, 
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua 
keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum”10. 
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang 
dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan 
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 Ridwan, H.R. Ibid. Lihat Juga A. Hamid S. Attamimi, Perbedaan Antara Peraturan 
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tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
dan mengikat secara umum11, ini senada dengan yang dikemukakan oleh 
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa undang-undang dalam arti 
materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh 
Penguasa Pusat dan Daerah yang sah12 serta disebutkan pula dalam 
undang-undang ini bahwa tata urutan dalam peraturan perundang-
undangan dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah yaitu 
dimulai dari UUD’1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UU / 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan 
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.13 
2. Kewenangan 
Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus 
memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang. dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, 
                                                          
11
 Ridwan, H.R. Op.Cit. Hlm. 101 
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 Soerjono Soekanto, Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
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.12Tahun 2011.pdf), Diakses Pada Hari Senin 05 November 2012, Pukul 20.45 WITA. 
 
 
yakni “Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen”14 
yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. 
mengenai wewenang itu, H. D. Stout menyatakan bahwa : 
“Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di 
dalam hubungan hukum publik15". 
 
Sedangkan menurut F.P.C.L. Tonnaer : 
“Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai 
kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan 
begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah 
dengan warga negara16”. 
 
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum 
Tata Negara dan Hukum Administrasi. Begitu pentingnya kedudukan 
kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 
menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi17. 
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 Ridwan, H.R. Op.Cit. Lihat Juga P. Nicolai, et.al. Bestuursrecht. Amsterdam 
(1994). Hlm. 4 
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Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, 
menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut : 
“Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu 
tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat 
hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat 
hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tindakan 
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk 
melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat 
keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 
tertentu”18. 
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak 
untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus 
berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan 
otonomi daerah, hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatur sendiri 
(zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban 
secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk 
menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara 
secara keseluruhan19. 
Wewenang juga sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan, 
Pakar ilmu sosial politik Carl Friedrich, menyatakan bahwa : 
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“...kebijaksanaan ialah seperangkat tindakan yang mengarah pada 
tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah, 
yang dilakukan dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan 
adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-
peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 
diinginkannya...”20. 
Negara Hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat21, dan Indonesia adalah 
negara hukum22, di dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu 
berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. 
Huisman menyatakan pendapat berikut ini : 
“Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki 
sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan 
oleh undang-undang, pembuat undang-undang dapat memberikan 
wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, 
tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, 
inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus 
(seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara 
sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat”23. 
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Mengenai sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan 
yaitu seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas. 
Berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari 
peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan, artinya sumber 
wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. 
Secara teoritis, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh 
dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi24 dan 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 
Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini, H.D. van Wijk / Willem 
Konjinenbelt mendefinisikan sebagai berikut : 
a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 
b) Delegasi adalah pelimpahan wewenangan pemerintahan dari 
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
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c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya25. 
3. Jasa Pelayanan Kesehatan 
Dalam pembahasan kualitas jasa, konsep dasar yang harus 
dijelaskan terlebih dahulu adalah mengenai definisi jasa. Kotler dan 
Armstrong menyatakan jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 
ditawarkan kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 
tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin 
juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan menurut 
Lovelock, Patterson, dan Walker menyatakan jasa atau pelayanan adalah 
sesuatu yang dijual oleh produsen dan dibeli oleh konsumen, tetapi bukan 
merupakan suatu barang.26 
Tjiptono memberikan definisi yang berbeda antara jasa dan 
pelayanan. Menurutnya jasa merupakan cerminan produk yang tidak 
memiliki wujud fisik (intangible). Produk tersebut dapat ditemui pada 
industri spesifik, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, 
transportasi, asuransi, dll. Sedangkan layanan didefinisikan sebagai 
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segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak tertentu (individu maupun 
kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok). Kedua definisi 
tersebut tercakup dalam pengertian jasa yang dikemukakan Gronroos. 
Gronroos memadukan pengertian jasa sebagai aktivitas dari suatu hakikat 
yang tidak berwujud yang berinteraksi antara konsumen dan pemberi 
jasa, yang memberikan solusi bagi masalah-masalah konsumen.27 
Berbagai definisi mengenai jasa diatas menegaskan bahwa jasa 
tidak memiliki wujud fisik. Dengan kata lain jasa merupakan suatu produk 
yang bersifat abstrak. Sifat jasa yang tak abstrak merupakan salah satu 
karakteristik yang membedakannya dengan barang berwujud. Menurut 
Tjiptono, pelayanan memiliki empat karakteristik yang membedakannya 
dengan barang berwujud, terdiri dari : 
a) Intangibilty, karena pelayanan merupakan output yang tidak 
berbentuk namun dapat dirasakan keberadaannya oleh konsumen 
melalui suatu proses pelayanan yang disediakan oleh penyedia. 
b) Heterogenity/variability/inconsistency, artinya banyak variasi 
kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa 
tersebut dihasilkan, sehingga tidak ada output penyampaian jasa 
yang sama persis, dari produsen ke produsen, dari konsumen ke 
konsumen, dan dari waktu ke waktu. 
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c) Inseparability, artinya unsur produksi dan konsumsi sering 
dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga kualitas suatu 
jasa ditentukan dalam proses interaksi antara penyedia dan 
penerimanya, sehingga dalam hubungan penyedia jasa dengan 
konsumennya, efektivitas individu yang menyampaikan jasa 
(contact personel) merupakan unsur yang penting. 
d) Perishability ,artinya pelayanan tidak tahan lama, tidak dapat 
disimpan, tidak dapat dijual kembali atau dikembalikan.28 
Sebelum menjelaskan konsep kualitas jasa (pelayanan), terlebih 
dahulu akan dijelaskan konsep kualitas. Kualitas dapat diinterpretasikan 
secara berbeda-beda oleh setiap individu dalam konteks yang berlainan. 
Dari banyak definisi dan interpretasi mengenai kualitas/mutu, yang paling 
banyak diacu seperti dikutip oleh Azwar adalah : 
a) Menurut Crosby (1989), kualitas adalah pemenuhan terhadap 
standar (quality is compliance with standard) 
b) Menurut Juran (1988), kualitas adalah pemenuhan terhadap 
kepuasan konsumen (quality is fitness for users, quality is costumer 
satisfaction)29 
Berdasarkan definisi yang dikemukakan Crosby, pemenuhan 
terhadap standar berarti terdapat beberapa hal pokok atau tolak ukur 
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yang ditetapkan yang harus dipenuhi. Suatu standar ditetapkan untuk 
menjamin tercapainya tujuan yang hendak dicapai. Standar tersebut 
merupakan kriteria yang harus dipenuhi, sehingga dengan mengacu pada 
standar tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap kualitas. Sedangkan 
berdasarkan definisi menurut Juran, pemenuhan terhadap kepuasan 
konsumen menunjukkan bahwa kepuasan konsumen merupakan salah 
satu tolak ukur dari kualitas. Kepuasan konsumen dapat dicapai apabila 
harapannya terpenuhi. 
Garvin mengatakan salah satu perspektif kualitas yang 
berkembang saat ini adalah user-based approach. User-based approach 
didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas bergantung pada orang yang 
menilainya. Dengan kata lain produk (barang dan jasa) yang paling 
memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas 
paling tinggi. Userbased approach merupakan perspektif yang bersifat 
subyektif dan demandoriented. Perspektif ini menyatakan bahwa setiap 
konsumen memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda, sehingga 
kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimal yang 
dirasakannya. 
Gasperz menyatakan dalam sistem kualitas modern terdapat lima 
aspek penting, yaitu : 
a. Bersifat berorientasi pada konsumen; 
 
 
b. Adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak 
dalam proses peningkatan kualitas secara berkesinambungan; 
c. Adanya aktivitas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 
konsumen; 
d. Adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan 
kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk mendeteksi 
kerusakan saja; 
e. Adanya filosofi yang menganggap bahwa kualitas merupakan jalan 
hidup.30 
Dari kelima aspek penting diatas, aspek (i) dan (iii) secara eksplisit 
menyatakan bahwa orientasi kepada konsumen merupakan hal yang 
mutlak diperlukan. Aspek tersebut sejalan dengan definisi kualitas yang 
dikemukakan oleh Juran pada poin b diatas. Dengan demikian, kepuasan 
konsumen merupakan suatu aspek penting dalam menentukan kualitas. 
Terkait dengan masalah pelayanan, Le Boef menyatakan bahwa kualitas 
layanan merupakan kemampuan suatu layanan yang diberikan oleh 
pemberi layanan dalam memenuhi keinginan penerima layanan. 
Definisi ini sejalan dengan konsep kualitas modern, karena 
menganut aspek orientasi konsumen. Sedangkan menurut Lewis dan 
Booms mendefinisikan kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus 
tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 
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pelanggan. Kedua definisi ini memiliki kemiripan karena memandang 
kualitas pelayanan sebagai suatu kemampuan dalam memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Keinginan konsumen yang 
dimaksud dalam hal ini adalah keinginan yang muncul dari harapan / 
ekspektasi konsumen. Sehingga dengan kata lain faktor utama yang 
memengaruhi kualitas pelayanan adalah layanan yang diharapkan 
pelanggan dan persepsi terhadap layanan. 
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dari 
sekian banyak spesifikasi jasa. Dengan demikian pelayanan kesehatan 
dapat ditentukan kualitasnya. Azwar mengatakan pengertian kualitas 
pelayanan kesehatan bersifat multidimensional. Pengertian itu terdiri dari 
definisi menurut pemakai jasa pelayanan kesehatan (pasien dan 
keluarganya), definisi menurut penyelenggara pelayanan kesehatan 
(pihak rumah sakit), dan definisi menurut penyandang dana yang 
membiayai pelayanan kesehatan. 
Pengertian kualitas pelayanan kesehatan menurut berbagai pihak 
tersebut adalah : 
a) Bagi pemakai jasa pelayanan (pasien dan keluarganya), pengertian 
kualitas terutama berhubungan erat dengan ketanggapan dan 
kemampuan petugas rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan 
pasien dan komunikasi pasien dan petugas, termasuk didalamnya 
sifat ramah, rendah hati dan kesungguhan 
 
 
b) Bagi pihak penyedia jasa pelayanan (rumah sakit), termasuk 
didalamnya para dokter dan petugas lain, derajat kualitas 
pelayanan terkait pada pemakaian yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi. Selain itu terkait pula pada 
otonomi profesi dokter dan perawat serta profesi kesehatan lainnya 
yang ada di rumah sakit. 
c) Bagi pihak penyandang dana, kualitas pelayanan terkait pada segi-
segi efisiensi pemakaian sumber dana serta kewajaran 
pembiayaan kesehatan.31 
Berdasarkan uraian dari berbagai sumber diatas, dapat dikatakan 
kualitas pelayanan direpresentasikan dengan kepuasan konsumen. 
Sehingga untuk mengetahui sejauh apa kualitas pelayanan, dapat 
diketahui dengan mengukur kepuasan konsumen. Untuk melihat apakah 
suatu pelayanan mampu memenuhi keinginan konsumen, ada beberapa 
cara yang dapat dilakukan, yaitu system dengan keluhan dan saran, 
survei kepuasan konsumen. Menurut Parasurama kepuasan konsumen 
sendiri dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu ekspektasi dan persepsi32 
B. Tinjauan Umum Terhadap Konsil Kedokteran Indonesia 
1. Gambaran Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 
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Konsil Kedokteran Indonesia Indonesia atau KKI merupakan suatu 
badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang 
bertanggung jawab kepada Presiden RI. Mempunyai fungsi pengaturan, 
pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang 
menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu 
pelayanan medis.33 
KKI bertugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. 
Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. 
Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran 
yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi 
masing-masing.34 
KKI sebetulnya merupakan badan regulator yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran. Dalam hal ini, KKI tentu tidak bekerja sendiri, 
tetapi bekerja sama dengan para pengandilnya, pemangku 
kepentingannya, misalnya Departemen Kesehatan, Departemen 
Pendidikan Nasional, Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi 
Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Asosiasi Rumah Sakit 
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Kedokteran Gigi, Wakil Masyarakat, Kolegium Dokter, dan Kolegium 
Dokter Gigi. 
KKI memiliki wewenang menyetujui dan menolak permohonan 
registrasi dokter dan dokter gigi. Menerbitkan dan mencabut surat tanda 
registrasi. Mengesahkan standar kompetensi. Melakukan pengujian 
terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan 
penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Melakukan 
pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai 
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. 
Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan 
sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar 
ketentuan etika profesi.35 
Visi KKI adalah terwujudnya dokter dan dokter gigi profesional 
yang melindungi pasien, sedangkan misi KKI adalah meningkatkan 
kualitas hidup manusia melalui dokter dan dokter gigi yang professional, 
KKI memiliki tata nilai yaitu konsil kedokteran indonesia menjunjung tinggi 
nilai integritas,profesionalisme kemitraan dan respek pada kemanusiaan, 
strategi utama 1 KKI adalah menerapkan sistem registrasi & monitoring 
dokter dan dokter gigi secara online diseluruh Indonesia dengan sasaran 
setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran telah 
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teregistrasi dan terjamin kompetensinya, sistim monitoring dokter gigi 
berfungsi secara aktif dan online diseluruh indonesia.36 
Strategi utama 2 KKI yaitu menegakkan profesionalisme dokter dan 
dokter gigi dalam praktik kedokteran, dengan sasaran setiap dokter dan 
dokter gigi menerapkan profesionalisme dalam praktik kedokteran, setiap 
pasien memperoleh jaminan praktik kedokteran yang aman. Sedangkan 
strategi utama 3 KKI yaitu memastikan standar nasional pendidikan 
profesi dokter dan dokter gigi, dengan sasaran setiap institusi pendidikan 
dokter dan dokter gigi telah menerapkan standar nasional pendidikan, 
setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran 
mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional 
development), setiap perkembangan cabang ilmu kedokteran dan 
kedokteran gigi di indonesia memenuhi rambu dan aturan yang jelas.37 
Strategi utama 4 KKI yaitu meningkatkan kemitraan dengan 
organisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah untuk 
menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat dengan 
sasaran seluruh masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, 
memperoleh perlindungan hukum dalam praktik kedokteran, setiap dokter 
dan dokter gigi memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan praktik 
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kedokteran, setiap organisasi profesi, instansi pemerintah dan non 
pemerintah menjalankan perannya dalam melaksanakan uu praktik 
kedokteran.38 
2. Struktur Organisasi Konsil Kedokteran Indonesia. 
Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas: 
- Konsil Kedokteran 
- Konsil Kedokteran Gigi.39 
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri 
atas 3 divisi yaitu: 
- divisi registrasi, 
- divisi standar pendidikan profesi, 
-  divisi pembinaan. 
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Anggota Konsil Kedokterna Indonesia40 : 
- Ketua KKI : 
Prof. Menaldi Rasmin, dr, Sp.P(K) 
- Wakil Ketua KKI : 
H. I. Putu Suprapta, drg, M.Sc 
Adriyati Rafly 
- Ketua Konsil Kedokteran : 
Prof. Dr. Hardyanto Soebono, dr, Sp.KK 
- Ketua Konsil Kedokteran Gigi : 
Afi Savitri Sarsito, drg, Sp.PM 
- Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran : 
Wawang Setiawan, dr, Sp.OG(K), MARS, MH.Kes 
- Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran : 
Dr. Yoga Yuniadi, dr, Sp.JP(K) 
- Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi : 
Dr. Bambang Trenggono, drg, MS 
- Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi : 
Sri Angky Soekanto, drg, Ph.D 
- Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran : 
Daryo Soemitro, dr, Sp.BS(K) 
- Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran : 
Dr. Fachmi Idris, dr, M.Kes 
 
- Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi : 
Dr. Laksmi Dwiati, drg, MM, MHA 
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Pengurus KKI ini terdiri dari 17 orang yang merupakan representasi 
dari masing-masing lembaga. KKI sendiri merupakan badan independen 
yang bertanggung jawab langsung ke presiden dalam memberikan 
masukan ke negara mengenai hal-hal yang menyangkut regulasi profesi 
dokter dan dokter gigi.41 
Anggota KKI periode 2009-2014 yang diangkat berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2009 adalah Dr. drg. Tri Erri 
Astoeti, M.Kes. mewakili Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan 
(ARSGMP), Dr. drg. H. Bambang S. Trenggono, M.S. mewakili Asosiasi 
Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), drg. Azrial Azwar, 
Sp.BM. dan drg. I Putu Suprapta, M.Sc. mewakili Persatuan Dokter Gigi 
Indonesia (PDGI), drg. Afi Savitri Sarsito, Sp.PM. mewakili Kolegium 
Kedokteran Gigi (KKG), Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP.(K) mewakili Asosiasi 
Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), dr. Daryo Soemitro, 
Sp.BS.(K) mewakili Kolegium Kedokteran, Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. 
dan dr. Wawang Setiawan Sukarya, Sp.OG.(K), MARS, M.H.Kes. 
mewakili Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr. dr. Hardyanto Soebono 
Sp.KK. (K) mewakili Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia 
(AIPKI), Prof. Dr. Menaldi Rasmin, dr., Sp.P.(K) dan Sri Angky Soekanto, 
drg., PhD. wakil dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Dr. 
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Laksmi Dwiati, drg., MM., MHA. dan Mohamad Toyibi, dr., Sp.JP. mewakili 
Departemen Kesehatan (Depkes). Sementara itu anggota KKI dari unsur 
masyarakat terdiri dari Sumaryono Rahardjo, S.E., M.B.A.; Ir. Adriyaty 
Rafly; serta Atika Walujani Moedjiono, M.P.H.42 
3. Hal-Hal Terkait Dengan Konsil Kedokteran Indonesia 
Regulasi yang dimiliki Konsil Kedokteran Indonesia termasuk profil 
dokter Indonesia, cirinya, proses pendidikannya, proses registrasi, 
pengeluaran izin praktik, sistem pembinaan dokter, dan dokter gigi dalam 
karier serta perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan praktik 
dokter dan dokter gigi. Oleh sebab itu, KKI terdiri dari konsili kedokteran 
dan kedokteran gigi sehingga merupakan wadah regulator dalam masing-
masing profesi baik dokter dan dokter gigi.43 
KKI berpengaruh dalam globalisasi doktek-dokter asing yang akan 
masuk ke Indonesia dengan melakukan penapisan terhadap dokter asing 
yang masuk apakah mereka cukup baik untuk menjadi dokter di negara 
kita. Tapi tidak sendirian, melainkan bersama Ikatan Dokter Indonesia dan 
Departemen Kesehatan sebagai segitiga medik.44 
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Masalah penting dunia kesehatan yang sedang dihadapi KKI 
mencakup banyak hal termasuk masalah pendidikan dokter dan dokter 
gigi, sampai masalah perlindungan terhadap mutu layanan praktik 
kedokteran dan kedokteran gigi yang diperoleh masyarakat. Begitu 
luasnya masalah tersebut, mulai dari masalah pendidikan, faktor 
kedokteran, mutu dosen, kualifikasi lulusan, proses belajar mengajar, 
kurikulum, quality control kurikulum, benchmarking baru yang menyatakan 
ini sesuai, internship, registrasi, surat izin praktik, pendistribusian dokter, 
penjaminan keberlangsungan pengetahuan sepanjang hayat dokter dan 
dokter gigi tersebut, serta perlindungan masyarakat dari kecelakaan 
medik.45 
4. Hubungan Antara Konsil Kedokteran Indonesia Dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
Pada umumnya tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya 
mempunyai alasan yang mulia, yaitu untuk mempertahankan tubuh orang 
agar tetap sehat atau untuk menyehatkan orang sakit atau setidaknya 
mengurangi penderitaan orang yang sakit. Dalam upaya pembangunan 
kesehatan tersebut, sangatlah penting hubungan antara profesi medis 
dan pasien, terutama dokter dan dokter gigi yang secara langsung 
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat sepakat 
bahwa perbuatan dokter dalam melaksanakan tugasnya yang mulia 
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tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-
batas tertentu.  
Sejak abad ke-12 sampai abad ke-16, peranan hukum dapat 
dipercaya menjadi “dewa-dewa” pembawa keselamatan manusia dengan 
dalil kepastian, keadilan, kedamaian, dan ketentraman. Ada dua fungsi 
hukum tersebut, yakni perlindungan dan kepastian bagi mereka yang 
melaksanakan kewajiban dalam hubungannya dengan pihak lain. Dokter 
yang telah menerapkan standar profesinya dan telah mempunyai 
kelengkapan syarat administrasi untuk berpraktik (mempunyai izin praktik) 
berhak memperoleh perlindungan hukum, agar merasa aman dalam 
menjalankan profesinya.46 
Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat 
besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum 
kesehatan termasuk hukum lex specialis yang melindungi secara khusus 
tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan 
manusia ke arah tujuan deklarasi Health for All dan perlindungan secara 
khusus terhadap pasien (receiver) untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan.47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagai mana telah 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran merupakan kebijakan umum kesehatan yang dapat 
dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan 
era globalisasi dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan, 
terutama kasus malpraktik profesi medis. 
Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai 
salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama 
pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan 
yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian 
pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. 
Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat 
melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui 
pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus 
menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dokter dan dokter gigi dengan 
perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. 
 
 
Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum 
yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh 
manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. 
Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh 
dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. 
Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter 
gigi, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini 
seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang 
dilakukan dokter dan dokter gigi. Sebaliknya apabila tindakan medis yang 
dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dan dokter 
gigi dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya 
hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu 
kedokteran dan kedokteran gigi tidak selalu identik dengan kegagalan 
dalam tindakan. Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam 
memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai 
penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan 
telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang 
dengan perkembangan hukum. Perangkat hukum yang mengatur 
penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakan belum 
 
 
memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan 
kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang. 48 
Oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan kedua belah 
pihak serta untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif 
seorang dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, diperlukan pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang 
terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Konsil 
Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan yang independen yang 
akan menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatan 
kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik 
kedokteran. Disamping itu, peran dari berbagai organisasi profesi, 
asosiasi institusi pendidikan yang ada saat ini juga perlu diberdayakan 
dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan 
oleh dokter atau dokter gigi. 
Dengan demikian, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan 
praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, 
juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi 
profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 
Dalam menjalankan fungsinya Konsil Kedokteran Indonesia bertugas 
melakukan registrasi terhadap semua dokter dan dokter gigi yang akan 
menjalankan praktik kedokteran, mengesahkan standar pendidikan 
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profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan bersama 
lembaga terkait lainnya terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.  
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum 
serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur 
penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu diatur praktik 
kedokteran dalam suatu undang-undang. Untuk itu, perlu dibentuk 
Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. 
Dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2004 Tentang Praktik Kedokteran) diatur:  
1. asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi 
landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, 
kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan 
pasien;  
2. pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil 
Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi disertai susunan 
organisasi, fungsi, tugas, dan kewenangan;  
3. registrasi dokter dan dokter gigi;  
4. penyusunan, penetapan, dan pengesahan standar pendidikan 
profesi dokter dan dokter gigi;  
5. penyelenggaraan praktik kedokteran;  
 
 
6. pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;  
7. pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran; dan  
8. pengaturan ketentuan pidana.49  
Pada saat Undang-Undang Praktik Kedokteran ini diterapkan, 
maka kita akan diperkenalkan dengan satu badan yang disebut sebagai 
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Konsil ini didirikan dengan tujuan 
untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. 
Tugasnya antara lain, adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, 
mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan 
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran 
yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi 
masing-masing. Selain mempunyai tugas seperti tersebut di atas, KKI 
juga mempunyai wewenang untuk menyetujui dan menolak permohonan 
registrasi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi, 
mengesahkan standar kompetensi, melakukan pengujian terhadap 
persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi. Selain itu juga, 
mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, 
melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi 
mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi 
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profesi, dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang 
dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena 
melanggar ketentuan etika profesi. Konsil ini akan terdiri dari 17 orang 
anggota, yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari organisasi profesi 
kedokteran dan kedokteran gigi (masing-masing 2 orang), asosiasi 
institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi (masing-masing 1 
orang), kolegium kedokteran dan kedokteran gigi (masing-masing 1 
orang), asosiasi rumah sakit pendidikan (2 orang), tokoh masyarakat (3 
orang), Departemen Kesehatan (2 orang), dan Departemen Pendidikan 
Nasional (2 orang). Masa bakti adalah 5 tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 
Oleh karena itu, sebagai dokter yang melakukan praktik 
kedokteran, dokter wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan dokter 
gigi yang dikeluarkan oleh KKI. Syarat-syarat untuk memiliki surat 
registrasi tersebut, antara lain adalah memiliki ijazah dokter, dokter 
spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis,  mempunyai surat 
pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji dokter atau dokter gigi, 
memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat 
kompetensi, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan 
ketentuan etika profesi. Surat registrasi berlaku selama 5 tahun dan di 
registrasi ulang setiap 5 tahun sekali. Bagi dokter atau dokter gigi yang 
 
 
telah memperoleh surat tanda registrasi mempunyai wewenang 
melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi 
yang dimiliki, yang terdiri atas, mewancarai pasien, memeriksa fisik dan 
mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan 
diagnosis, menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, 
melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, menulis resep obat 
dan alat kesehatan, menerbitkan surat keterangan dokter dan dokter gigi, 
menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, dan meracik dan 
menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil 
yang tidak ada apotek.50 
Selain surat tanda registrasi, dokter dan dokter gigi yang 
melakukan praktik kedokteran wajib juga memiliki surat izin praktik (SIP) 
yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di 
kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi 
dilaksanakan. Surat izin praktik hanya diberikan untuk paling banyak 3 
tempat dan hanya berlaku untuk 1 tempat praktik. Syarat-syarat untuk 
memperoleh SIP, antara lain adalah memiliki surat tanda registrasi dokter 
atau dokter gigi yang masih berlaku, mempunyai tempat praktik, dan 
memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Surat izin praktik masih 
tetap berlaku sepanjang surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi 
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masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum 
dalam SIP. 
Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan 
praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter 
atau dokter gigi pengganti yang juga mempunyai SIP. Bagi dokter atau 
dokter gigi yang telah mempunyai SIP dan menyelenggarakan praktik 
kedokteran wajib memasang papan nama praktik kedokteran. Jika 
berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan 
kesehatan wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan 
praktik kedokteran. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang 
mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki SIP di sarana 
pelayanan kesehatan tersebut.51 
Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam 
penyelenggaraan praktik kedokteran, maka dibentuk Majelis Kehormatan 
Disiplin Kedokteran Indonesia yang merupakan lembaga otonom dari KKI 
dan menjalankan tugasnya secara independen. Majelis ini terdiri dari 
dokter atau dokter gigi dari organisasi profesi masingmasing (masing-
masing 3 orang), perwakilan dari asosiasi rumah sakit (masing-masing 1 
orang), dan sarjana hukum (3 orang). Syarat untuk menjadi anggota 
majelis ini banyak sekali, namun yang menarik adalah usianya paling 
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rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat diangkat. Bagi 
dokter atau dokter gigi, sudah pernah melakukan praktik kedokteran 
paling sedikit 10 tahun dan memiliki surat tanda registrasi. Bagi yang 
sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 
10 tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan. Bagi 
pasien yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan 
dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat 
mengadukan secara tertulis kepada majelis ini dengan tidak lupa 
mencantumkan identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter 
atau dokter gigi serta waktu tindakan dilakukan, dan alasan pengaduan. 
Setelah diperiksa dan ternyata ditemukan pelanggaran etika, majelis akan 
meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan yang 
diberikan dapat berupa pernyataan tidak bersalah atau pemberian sanksi, 
seperti peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi 
atau SIP, dan atau wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi 
pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. 
Apa yang terjadi bila ketentuan-ketentuan yang tercantum pada 
Undang-Undang Praktik Kedokteran ini tidak ditaati, sudah dapat 
dipastikan semua akan menjawab “dihukum”. Bagi dokter atau dokter gigi 
yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat 
tanda registrasi maupun SIP, maka ia dapat dipidana penjara paling lama 
 
 
3 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Dokter atau dokter 
gigi yang dengan sengaja tidak memasang papan nama, tidak membuat 
rekam medis, dan tidak melakukan kewajibannya sebagai dokter atau 
dokter gigi dengan baik, maka terhadap mereka dapat dikenakan pidana 
kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bila 
mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat-surat 
seperti tersebut di atas dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 
tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00.52 
Menurut ketentuan hukum yang berlaku, Undang-Undang biasanya 
akan mulai diberlakukan 1 tahun setelah Undang-Undang itu disahkan. 
Selama masa transisi, khususnya mengenai SIP, dikatakan bahwa dokter 
atau dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan dan atau SIP 
dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan SIP berdasarkan 
Undang-Undang ini. Surat-surat tersebut harus disesuaikan dengan apa 
yang tercantum pada Undang- Undang ini paling lama 2 tahun setelah 
KKI terbentuk. Demikianlah penjelasan hubungan antara Konsil 
Kedokteran Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran yang terdiri dari 12 bab dan 88 pasal.53 
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C. Pelayanan Kedokteran. 
Pelayanan kedokteran atau pelayanan medis diberikan oleh dokter 
dan dokter gigi dengan didukung oleh berbagai profesional penunjang. 
Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran kini tidak hanya melahirkan dokter 
(umum) dan dokter gigi (umum) melainkan juga berbagai spesialisasi 
keahlian kedokteran. Dengan sebelumnya telah memahami hak dan 
kewajiban pasien, kemudian mengenal tugas dan wewenang dokter / dokter 
gigi berikut ragam spesialisasinya, dan sarana atau fasilitas pelayanan 
kesehatan serta system rujukannya, diharapkan akan dapat membantu 
pemanfaatan pelayanan medis secara rasional. Ada hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam mempertimbangkan pilihan pelayanan medis.54 
1. Mengenal Pelayanan Kedokteran 
Dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan medis adalah 
lulusan dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi suatu 
universitas (institusi pendidikan tinggi) yang telah terakreditasi dan memenuhi 
standar pendidikan yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Mereka 
telah memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium 
Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi atau Kolegium Pendidikan 
Spesialis, sesuai standar kompetensi yang telah disahkan oleh Konsil 
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Kedokteran Indonesia. Mereka kemudian harus diregistrasi oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia sebelum dapat memperoleh Surat Izin Praktik dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.55 
Registrasi dokter dan dokter gigi dilaksanakan secara nasional dan 
terpusat di Konsil Kedokteran Indonesia, sedemikian rupa sehingga hanya 
dokter yang teregistrasi saja yang diperkenankan menjalankan profesinya. 
Dokter dan dokter gigi yang teregistrasi diketahui dengan mudah karena 
mereka memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Berdasarkan registrasi ini 
dokter dan dokter gigi memiliki kewenangan formal untuk melakukan praktik 
kedokteran atau kedokteran gigi. Sedangkan untuk melakukan praktik di 
tempat tertentu masih diperlukan Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Untuk setiap tempat praktiknya, 
dokter dan dokter gigi harus memiliki SIP yang berlaku di tempat tersebut. 
Perlu diketahui pula bahwa dokter dan dokter gigi hanya diperkenankan 
memiliki tiga tempat praktik.56 
Dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dapat melakukan pertolongan 
medis atau melakukan tindakan medis tanpa harus memiliki SIP, tetapi wajib 
memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat, 
dalam hal: 
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a. Diminta secara insidental oleh suatu sarana pelayanan kesehatan 
untuk memberikan layanan kedokteran kepada pasien yang 
membutuhkannya; 
b. Melaksanakan pertolongan pada suatu bencana; 
c. Melaksanakan bakti sosial; 
d. Menerima penugasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk 
melaksanakan suatu pelayanan kedokteran di sarana pelayanan 
kesehatan tertentu.57 
Dokter dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit pendidikan hanya 
memerlukan satu SIP untuk dapat bekerja dalam rangka mendidik di seluruh 
rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang termasuk jejaring dari 
rumah sakit pendidikan tersebut. Dokter dan dokter gigi yang sedang 
menjalani pendidikan spesialisasi juga telah memiliki STR dan SIP khusus.58 
Mahasiswa kedokteran atau kedokteran gigi yang menjalani 
pendidikan di rumah sakit pendidikan melaksanakan pelayanan kedokteran di 
bawah supervisi dari dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR dan SIP. 
Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat perlu memahami bahwa 
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pelayanan medis yang dilakukan oleh bukan dokter atau bukan dokter gigi, 
atau tanpa STR dan SIP diancam dengan pidana penjara atau denda.59 
2. Dokter dan Dokter Gigi 
Dokter adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Dokter berkompeten atau 
mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran di semua 
bidang ilmu kedokteran hingga ke batas tertentu. Ia bisa melakukan 
pembedahan minor, mengobati penyakit apa saja dan lain sebagainya. 
Pengetahuan dan keterampilannya terbatas pada bidang kedokteran, luas 
namun tidak mendalam sebagaimana dokter yang mengambil spesialis 
bidang tertentu. Jadi, dokter bisa saja melakukan pengobatan atau tindakan 
medis kepada pasien-pasiennya, namun apabila terjadi penyulit yang bisa 
membahayakan pasien atau dirinya sendiri, atau apabila ia menemui kasus 
yang ia tidak mampu menanganinya, ia wajib merujuk pasien ke dokter 
spesialis yang sesuai yang mampu menangani kasusnya. Dalam memberikan 
pelayanan medis, dokter terikat pada ketentuan yang mengatur batasan 
kewenangan sesuai dengan kemampuannya.60 
Seseorang yang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran 
Gigi berkompeten atau mempunyai wewenang untuk: (i) mengobati penyakit 
gigi; (ii) mengobati/memperbaiki kelainan bawaan di bidangnya; (iii) 
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melakukan rehabilitasi kelainan sistem stomatognati yang meliputi kelainan 
gigi-geligi, otot, saraf, pembuluh darah dan tulang rahang, dalam rangka 
mempertahankan fungsi-fungsi pengunyahan, bicara, estetis dan 
persarafan.61 
3. Sarana Pelayanan Kedokteran 
Dokter dan dokter gigi, baik umum maupun spesialis dapat 
memberikan pelayanan medis di berbagai tempat, antara lain: 
- Praktik perorangan 
- Klinik bersama 
- Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
- Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) 
- Rumah Sakit Umum 
- Rumah Sakit Khusus 
- Rumah Sakit Pendidikan62 
Dokter sah berpraktik di sarana pelayanan kedokteran / kesehatan 
sesudah dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan 
Surat Izin Praktik (SIP). 
4. Sistem Rujukan 
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Dalam kedokteran rujukan bersifat dinamis, sesuai perkembangan 
penyakit pasien. Tergantung atas tingkat keahliannya, rujukan bisa dilakukan 
vertical (v) atau horizontal (h). Rujukan dokter ke dokter spesialis adalah 
vertikal ke atas (vL). Dari dokter subspesialis ke dokter spesialis adalah 
vertikal ke bawah (vM). Antara sesama tingkat keahlian, horizontal (h). 
Rujukan dapat dilakukan untuk meminta pendapat banding, pengobatan 
bersama, pengambilalihan pengobatan atau pengembalian pasien. Lazimnya 
rujukan yang dilakukan sesuai dengan tahapan dapat mencegah terjadinya 
hal-hal yang tidak diinginkan. Perujukan dapat dilakukan dengan cara 
mendatangkan dokter yang diperlukan ke tempat pasien dirawat, atau 
dengan cara mengirimkan pasien ke dokter yang diperlukan. Cara pertama 
umumnya ditujukan bagi pasien yang dalam keadaan lemah dan tidak stabil 
keadaan kesehatannya. Cara kedua dilakukan pada keadaan pasien yang 
relatif cukup kuat sehingga bisa bergerak sendiri ke dokter yang diperlukan 
(rawat jalan) atau pasien yang lemah (rawat inap) tetapi cukup stabil keadaan 
kesehatannya sehingga dapat dipindahkan tanpa membahayakan keadaan 
pasien. Perujukan tidak dapat dilakukan apabila dokter / dokter gigi atau 
sarana pelayanan kesehatan yang diperlukan tidak tersedia dalam jarak 
jangkauan, atau apabila pasien tidak menghendakinya.63 
5. Pembiayaan Pelayanan Medik 
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Saat seseorang mengalami gangguan kesehatan, pada dasarnya 
pribadi itu sendiri yang berkewajiban menyelesaikan atau mengatasi masalah 
tersebut. Keterbatasan kemampuan merupakan alasan pasien untuk 
meminta bantuan kepada dokter/dokter gigi untuk turut membantu 
memperbaiki kondisi kesehatannya yang sedang terganggu. Dalam proses 
menjalankan tugasnya, dokter/dokter gigi, kadang memerlukan alat bantu 
untuk melakukan upaya yang baik dan benar, selain pengetahuan, 
keterampilan dan keikhlasannya menolong mengobati pasien. Hal inilah yang 
perlu dipahami dalam memperhitungkan komponen biaya pengobatan.64 
Dalam kajian pembiayaan kesehatan ada dua nilai yang perlu 
dipahami : 
- Pertama : Nilai Sosial yang berkaitan dengan imbalan jasa. Secara 
hakiki suatu bantuan berupa upaya, yang hasil akhirnya tidak 
seluruhnya berada di tangan orang yang memberi bantuan, tidak 
mudah dinilai dengan besaran materi. Kalaupun disepakati berupa 
materi, sejumlah uang, itu semata-mata sebagai perwujudan dari rasa 
sukur dan terima kasih. 
- Kedua : Nilai ekonomi, adalah yang berkaitan dengan pemakaian alat 
bantu yang diberikan atau dipakai oleh pihak dokter/dokter gigi, antara 
lain: obat, pemeriksaan laboratorium, USG, Radiologi atau berbagai 
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komponen biaya (unit cost), saat diperlukan rawat inap di RS. Nilai 
ekonomi ini tidak pula lepas dari masalah manajemen keuangan, 
jumlah bahan habis pakai, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan dan 
seterusnya. Obat yang dikonsumsi seorang pasien, dari bahan baku 
menjadi bahan aktif serta kemasan siap pakai, prosesnya 
dilaksanakan secara kajian dagang. Pengusaha yang memproduksi 
obat untuk kelangsungan usahanya bertujuan mendapat keuntungan 
agar usahanya dapat terus berlanjut.65 
D. Hasil Pelayanan Kedokteran 
1. Hasil Optimal Pelayanan Kedokteran 
Pencapaian hasil yang optimal atas pelayanan kedokteran kepada 
masyarakat merupakan upaya bersama antara dokter dengan pasien secara 
optimal untuk mengobati penyakit yang diderita pasien. Hal ini sangat 
tergantung pada komunikasi yang efektif. Pasien dan dokter harus mampu 
menciptakan komunikasi dengan memberikan penjelasan baik oleh dokter 
terhadap pasien maupun sebaliknya sehingga komunikasi yang efektif dan 
jujur dapat dijadikan dasar bagi dokter untuk bertindak. Namun perlu disadari 
bagi pasien dan keluarganya bahwa apa yang dilakukan dokter itu adalah 
upaya maksimal sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya yang sudah tentu 
tidak luput dari keterbatasan kehendak Ilahi. Berdasarkan pemahaman akan 
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keterbatasan inilah maka apapun hasil yang telah dicapai sudah tentu 
membuat suatu kepuasan tersendiri bagi dokter dan pasien. Doa sangatlah 
menjadi pegangan, baik bagi para dokter dalam bekerja maupun bagi 
pasien.66 
Dokter dan pasien diharapkan menjalin hubungan kemitraan yang 
dilandasi oleh saling percaya untuk bersama-sama berupaya memperoleh 
penyembuhan pasien. Untuk itu di antara keduanya harus terjalin komunikasi 
yang baik dan efektif. Pasien harus mengutarakan segala sesuatu tentang 
dirinya yang berkaitan dengan penyakit dan upaya penyembuhannya kepada 
dokter agar dokter dapat mempertimbangkan pemeriksaan diagnostik yang 
tepat guna dan sesuai dengan kemampuan finansial pasien. Dalam hal 
pasien tidak mampu, dokter diharapkan dapat mencarikan jalan keluar 
melalui program-program yang diselenggarakan pemerintah ataupun 
masyarakat.67 
2. Hasil Yang Tidak Diharapkan 
Dalam menerima layanan kedokteran/kedokteran gigi, pasien dapat 
saja mengalami ketidakpuasan ataupun hasil yang tidak sebagaimana 
diharapkan (adverse events). Ilmu kedokteran adalah ilmu empiris, sehingga 
probabilitas dan ketidakpastian merupakan salah satu ciri khasnya. Iptekdok 
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(Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran) masih menyisakan kemungkinan 
adanya bias dan ketidaktahuan, meskipun perkembangannya telah sangat 
cepat sehingga sukar diikuti oleh standar prosedur yang baku dan kaku. 
Kedokteran tidak mungkin menjanjikan hasil layanannya, melainkan hanya 
menjanjikan upayanya (inspanningsverbintennis).68 
Selain itu, layanan kedokteran di rumah sakit dikenal sebagai suatu 
system yang kompleks dengan sifat hubungan antar komponen yang ketat 
(complex and tightly coupled), khususnya di ruang gawat darurat, ruang 
bedah dan ruang rawat intensif. Sistem yang kompleks umumnya ditandai 
dengan spesialisasi, teknologi dan interdependensi. Dalam suatu sistem yang 
kompleks, satu komponen dapat berinteraksi dengan banyak komponen lain, 
kadang dengan cara yang tak terduga atau tak terlihat. Semakin kompleks 
dan ketat suatu sistem akan semakin mudah terjadi kecelakaan (prone to 
accident), oleh karena itu praktik kedokteran haruslah dilakukan dengan 
tingkat kehati-hatian yang tinggi.69 
Suatu hasil yang tidak diharapkan di bidang kedokteran sebenarnya 
dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu: 
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- Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri atau komplikasi 
penyakit, tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan 
dokter; 
- Hasil dari suatu resiko yang tidak dapat dihindari; 
- Hasil dari suatu kelalaian medis; serta 
- Hasil dari suatu kesengajaan.70 
3. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian 
Setiap pasien atau keluarganya diharapkan dapat secara asertif 
meminta agar haknya dapat dipenuhi pada saat ia memperoleh pelayanan 
medis. Dalam upaya memperoleh haknya tersebut, pasien harus 
memperhatikan bahwa upaya pemenuhan haknya tersebut tidak 
mengorbankan hak orang lain ataupun mengabaikan kewajiban orang lain. 
Pada tahap awal, pasien yang tidak memperoleh hak-haknya dapat meminta 
pemenuhan hak-haknya tersebut dari sarana pelayanan kesehatan atau 
tenaga kesehatan yang bersangkutan dengan mengadukannya kepada 
pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit tersebut. Pengaduan 
sebaiknya dibuat tertulis dengan menyebutkan secara jelas peristiwa dan 
keluhannya. Pastikan bahwa pengaduan diterima oleh petugas rumah sakit 
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yang berwenang dan menerima bukti pengaduan serta tanyakan kapan akan 
memperoleh jawabannya.71 
E. Sejumlah Peraturan Yang Berhubungan Dengan Konsil Kedokteran 
Indonesia. 
Konsil Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
ditunjang oleh beberapa peraturan, sebagai berikut : 
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
-  Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 
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- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/ Per/XI/2007 
tentang Penugasan Khusus Sumberdaya Manusia Kesehatan; 
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/ Per/II/2010 tentang 
Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca 
Internsip; 
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/ Per/III/2010 tentang 
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di 
Indonesia; 
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585).72 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di berbagai tempat yang 
dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, seperti : 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, 
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta 
4. Tempat-tempat studi (Warung Internet, dll ).  
Data ini dikumpulkan secara langsung dengan mendatangi tempat-
tempat-tempat penelitian tersebut mengingat tempat penelitian dapat 
dijangkau oleh penulis. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu : 
 
 
 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari peraturan perundang-
undangan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi 
ini. 
2. Jenis Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang berasal dari tulisan-tulisan ilmiah 
atau makalah-makalah dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang 
berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dipergunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelusuran Literatur, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang 
didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, kajian buku-buku, 
jurnal-jurnal ilmiah dan media elektronik (browsing internet). 
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengkaji dokumen-
dokumen penting dari perpustakaan dan tempat-tempat studi lain yang 
berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan dokumentasi tersebut 
bersifat sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian. 
D. Analisis Data 
 
 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis 
dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peran Konsil Kedokteran Indonesia Menurut Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
Dalam undang-undang praktek kedokteran ditegaskan bahwa 
tugas konsil Kedokteran Indonesia adalah melakukan registrasi dokter 
dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan 
dokter gigi dan melakukan pembinaan termasuk pengawasan terhadap 
penyelenggaraan praktik kedokteran. Adapun fungsi Konsil Kedokteran 
Indonesia adalah pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan 
dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran. 
Konsil Kedokteran Indonesia telah ada sejak tahun 2005 dan 
kurang lebih sudah tujuh tahun keberadaanya, pertanyaan yang timbul 
apakah sampai saat ini Konsil Kedokteran Indonesia telah menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-
undang praktik kedokteran. 
1. Tugas Konsil Kedokteran Indonesia 
1.1 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi 
Tugas registrasi Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan 
data dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI 
 
 
hampir 95% dokter dan dokter gigi di Indonesia telah teregistrasi 
pada Konsil Kedokteran Indonesia.73 
Jumlah dokter dan dokter gigi di Indonesia yang teregister di 
KKI sampai dengan Agustus 2012 adalah 104.741 orang terdiri dari 
66.743 dokter, 18.757 dokter spesialis, 17.810 dokter gigi, dan 1.431 
dokter gigi spesialis. Berdasarkan data ini berarti jumlah dokter gigi 
dan dokter gigi spesialis adalah 19.241 orang. Bila dibandingkan 
data tahun 2007 yang menyebutkan ada 17.983 dokter gigi dan 
dokter gigi spesialis, berarti selama 2 tahun ada kenaikan 6,7%.74 
Setiap dokter harus memiliki surat tanda registrasi. Surat Tanda 
Registrasi adalah pencatatan resmi dokter dan dokter gigi yang telah 
memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu, 
serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan sesuai 
kompetensinya. Registrasi yang memenuhi persyaratan dan melewati 
proses verifikasi, konfirmasi, validasi dan penandatanganan oleh Registar 
maka terbitlah Surat Tanda Registrasi (STR). Surat Tanda Registrasi 
tersebut menjadi bukti tertulis yang diberikan oleh KKI bagi dokter dan 
dokter gigi.75 
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1.2 Mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter 
Gigi. 
Tugas lain dari Konsil Kedokteran Indonesia adalah sebagai 
regulator dalam hal ini tugas pengesahan dan penetapan standar 
pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dapat dikatakan sudah 
dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari data-data yang diperoleh 
bahwa sejak tahun 2005-2012, sebanyak dua puluh satu peraturan 
Konsil Kedokteran telah disahkan dan regulasi ini terdiri dari 
peraturan Konsil Kedokteran yang berkaitan dengan pendidikan 
kedokteran, peraturan Konsil Kedokteran yang berkaitan dengan 
regulasi di bidang registrasi, juga telah diregulasi peraturan Konsil 
Kedokteran yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia sebagai lembaga independen dalam 
penegakan disiplin kedokteran, regulasi tentang pembinaan-
pembinaan pengawasan kedokteran dengan menerbitkan buku-buku 
dan pedoman-pedoman untuk dokter dan dokter gigi.76 
Selain peraturan, Konsil Kedokteran Indonesia juga telah 
mengesahkan 61 buah (enam puluh satu) keputusan Konsil 
Kedokteran Indonesia. Untuk dapat menunjang pelaksanaan 
peraturan Konsil tersebut. Juga telah diterbitkan dua surat edaran 
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dan memfasilitasi lahirnya keputusan presiden dan peraturan 
presiden yang berkaitan dengan Konsil Kedokteran Indonesia. 
Selain peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, 
guna menunjang standar pendidikan dokter dan dokter gigi, Konsil 
Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya telah 
menerbitkan buku peraturan untuk dokter dan dokter gigi, yang akan 
disebutkan sebagai berikut : 
- Buku Himpunan Peraturan Tentang MKDKI; 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Besaran Biaya Registrasi Dokter dan Dokter Gigi - (Versi Bahasa 
Indonesia); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Besaran Biaya Registrasi Dokter dan Dokter Gigi - (Versi Bahasa 
Inggris); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 18 Tahun 2007 tentang Registrasi 
Dokter dan Dokter Gigi Setelah Masa Peralihan (Versi Bahasa 
Indonesia); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Bagi 
Dokter/Dokter Gigi - (Versi Bahasa Indonesia); 
 
 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Bagi 
Dokter/Dokter Gigi - (Versi Bahasa Inggris); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Tata Cara Persetujuan KKI Bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA 
yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka 
Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - (Versi Bahasa Indonesia); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Tata Cara Persetujuan KKI Bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA 
yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka 
Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - (Versi Bahasa Inggris); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (Online) - 
(Versi Bahasa Indonesia); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (Online) - 
(Versi Bahasa Inggris); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, Registrasi 
Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi - (Versi Bahasa Indonesia); 
 
 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, Registrasi 
Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi - (Versi Bahasa Inggris); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin 
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran - (Versi Bahasa 
Indonesia); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin 
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran - (Versi Bahasa 
Inggris); 
- Buku Keputusan Konsil Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter 
dan Dokter Gigi WNA - (Versi Bahasa Indonesia); 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 157 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asean yang 
Akan Melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia - (Versi Bahasa 
Indonesia); 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 1 Tahun 2010 tentang Registrasi 
Dokter Program Internsip - (Versi Bahasa Indonesia); 
- Surat Edaran Menteri Kesehatan No.HK/MENKES/1920 /IX/2011 
tentang Legalitas Izin Praktik Bagi Dokter/Dokter Gigi yang Dalam 
Proses Registrasi Ulang; 
 
 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia - (Versi Bahasa 
Indonesia); 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan 
Dokter Gigi - (Versi Bahasa Indonesia); 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 
dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Provinsi - 
(Versi Bahasa Indonesia); 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin 
Profesional Dokter dan Dokter Gigi - (Versi Bahasa Indonesia); 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Legalitas 
Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang sedang 
Dalam Proses Registrasi Ulang - (Versi Bahasa Indonesia); 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi 
Dokter dan Dokter Gigi - (Versi Bahasa Indonesia); 
- Buku Peraturan Konsil Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi 
 
 
Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri - (Versi Bahasa 
Indonesia).77 
Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan 
Konsil.  Indonesia memiliki Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), yang 
dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan 
kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. KKI terdiri atas 
2 bagian yaitu Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 
Bertanggung jawab pada presiden dan berkedudukan di ibukota Negara 
Indonesia.  Memiliki fungsi untuk fungsi pengaturan, pengesahan, 
penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan 
prakterk kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. 
Tugas KKI adalah meregistrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan 
standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan 
pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang 
dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-
masing.78 
1.3 Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Praktik Kedokteran 
Pembinaan dan pengawasan juga telah sejalan dengan tugas 
dan fungsi lainnya. Untuk pembinaan dapatlah dikatakan telah 
dilaksanakan namun belum secara maksimal khususnya yang terkait 
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dengan pengawasan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana 
yang diamanatkan dalam Pasal 7, 54, 71, 72, 73, dan 74 Undang-
Undang Praktik Kedokteran. Untuk pengawasan dapat dikatakan 
belum ada satu pun program-program Konsil Kedokteran Indonesia 
sampai saat ini mengarah pada tugas dan fungsi pengawasan. 
Padahal pengawasan ini adalah salah satu bagian dari pembinaan 
dokter dan dokter gigi untuk pencapaian pendisiplinan, semestinya 
pembinaan berjalan pula pengawasan dilakukan, karena tujuan 
pengawasan adalah pendisiplinan dokter dan dokter gigi dan 
pemberian perlindungan kepada pasien serta meningkatkan mutu 
dokter dan dokter gigi. Sebagaimana kita ketahui pendisiplinan 
sangat sulit aktif / berjalan bila tidak dilakukan pengawasan, jadi 
pengawasan merupakan kontrol yang sangat efektif untuk mencapai 
pendisiplinan.79 
2. Pengaturan, Pengesahan, Penetapan serta Pembinaan Dokter 
dan Dokter Gigi yang Melakukan Praktik Kedokteran Sebagai 
Fungsi Konsil Kedokteran Indonesia. 
KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan 
pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, 
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Fungsi pengaturan 
sebagaimana dimaksud adalah mengatur penyelenggaraan standar 
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pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, standar kompetensi dokter dan 
dokter gigi, penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, 
registrasi dokter dan dokter gigi, dan pembinaan praktik kedokteran 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.80 
Fungsi pengesahan sebagaimana dimaksud adalah mengesahkan 
standar pendidikan profesi dokter dan dokter glgl, standar kompetensi 
dokter dan dokter gigi, dan penerapan cabang ilmu kedokteran dan 
kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud adalah 
menetapkan kebijakan dan regulasi terkait standar pendidikan profesi 
dokter dan dokter gigi, standar kompetensi dokter dan dokter gigi, 
penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter 
dan dokter gigi, dan pembinaan praktik kedokteran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.81 
Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud adalah membina dokter 
dan dokter gigi dalam rangka peningkatan mutu praktik kedokteran, 
penerapan disiplin dokter dan dokter gigi, dan perlindungan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku. KKI merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan 
kebijakan kesehatan, khususnya yang menyangkut praktik kedokteran. 
Bersama dengan IDI dan PDGI, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, 
rumah sakit pendidikan dan kolegium profesi, Pemerintah 
mengembangkan pola koordinasi sekaligus pengaturan bidang 
kedokteran. Pemerintah dan KKI telah bersama-sama melaksanakan 
pembangunan kesehatan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat 
setinggi-tingginya dan guna terwujudnya Visi Kementerian Kesehatan : 
Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kerja sama Kementerian 
Kesehatan dengan KKI diharapkan akan memperkuat gaung tentang 
tujuan pembangunan kesehatan dan visi Kementerian Kesehatan dalam 
praktik kedokteran / kedokteran gigi sehari-hari.82 
Setiap dokter dan dokter gigi adalah teladan masyarakat luas. 
Karena itu, selain mereka harus terampil, mereka juga harus berperilaku 
elok dan terpuji. Dengan berperilaku profesional akan terwujud 
pemenuhan standar pendidikan dan praktik kedokteran yang ditetapkan 
oleh KKI. Selain itu, para calon dokter / dokter gigi juga akan memperoleh 
pendidikan yang bermutu. Kelak, dengan adanya UU Dikdok, proses 
pendidikan tadi juga akan terjangkau, adil, merata sesuai potensi segenap 
anak bangsa, sekaligus menumbuhkan kecintaan peserta didik untuk 
mengabdi di daerah terpencil. Proses pendidikan yang baik di rumpun 
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ilmu humaniora kesehatan yang melingkupi rumpun ilmu biomedik dan 
kedokteran klinik, akan memberikan makna yang dalam bagi perlindungan 
dan keselamatan pasien. Agar tertanam di masyarakat, bahwa 
dokter/dokter gigi adalah figur penolong kemanusiaan. Karena, 
kerelaannya berkorban, kepeduliannya pada penderitaan pasien, empati 
serta penghargaannya pada hak-hak pasien, dan menjadi pendidik 
masyarakat luas agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Kesemuanya ini 
adalah inti dari keluhuran profesi dalam lingkup upaya promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif.83 
Keluhuran profesi ini muncul sebagai peneguh janji kita pada 
masyarakat sesudah sumpah yang kita lafalkan di almamater kita masing-
masing. Termasuk janji untuk setiap 5 tahun mempertahankan 
kompetensi melalui CPD sebagai rangkaian proses re-sertifikasi profesi 
melalui rantai peran kolegium organisasi profesi (OP) dan KKI. Oleh 
karena itu, suatu kerja sama yang mantap, berdedikasi tinggi, tulus, 
terkoordinasi, dan cerdas antara Organisasi Profesi beserta kolegiumnya 
sangat diperlukan. Kerja sama penyelenggara CPD - termasuk FK/FKG 
dan RS Pendidikan dengan KKI, harus dipupuk dan dikembangkan. 
Menkes mengharapkan agar kerja sama ini tidak mengorbankan 
dokter/dokter gigi yang tengah menunggu proses re-sertifikasi menjelang 
re-registrasi, ataupun mengorbankan masyarakat. Sebab, para 
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dokter/dokter gigi khususnya di DTPK, di birokrasi, dan yang sedang 
mengambil pendidikan akan menjadi korban akibat kurang lancarnya kerja 
sama antara para pemangku kepentingan tersebut.84 
Hendaknya diperhitungkan cara yang tepat bahwa meskipun ada 
ratusan ribu dokter dan dokter gigi di negara kita, tetapi semuanya 
mempunyai peluang yang sama untuk memasuki pintu terpusat di KKI. 
Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka berpotensi menimbulkan 
obstruksi pelayanan. Disinilah diperlukan sikap yang arif untuk mengatasi 
ekses obstruktif ini.85 
3. Peran Konsil Kedokteran Indonesia Dalam Melindungi 
Masyarakat Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan. 
1.1 Sosialisasi Ke Masyarakat Dalam Bentuk Pelaksanaan 
Seminar-Seminar Kesehatan. 
Pelayanan kedokteran yang bermutu tentu menjadi harapan 
bagi masyarakat terutama bagi pasien yang membutuhkan 
penanganan medis. Pelayanan praktik kedokteran yang bermutu 
hanya bisa dilakukan oleh dokter / dokter gigi yang bermutu, 
mempunyai knowledge dan skill yang mumpuni dan attitude baik, 
serta kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Dokter / dokter 
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gigi yang bermutu tentu akan memberikan perlindungan kepada 
masyarakat melalui pelayanan kedokteran yang bermutu dan lebih 
aman bagi keselamatan pasien.86 
Pelayanan kedokteran yang bermutu sebagai wujud 
perlindungan masyarakat, menjadi tema pada Seminar Nasional 
yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Seminar 
Nasional yang dilaksanakan di Arion Swiss-Belhotel Kemang Jakarta 
(21 Juni 2011) dihadiri oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu 
Sedyaningsih, Ketua KKI Menaldi Rasmin, Para Ketua Organisasi 
Profesi (IDI / PDGI), para stakeholders, dan para tamu undangan 
serta peserta seminar dari seluruh Indonesia.87 
1.2 Memberikan Dorongan Kepada Tenaga Kesehatan Dalam 
Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan Yang Maksimal 
Jaminan pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan 
dianutnya nilai-nilai luhur profesi hendaknya dapat sejalan dan bersinergi 
dengan nilai-nilai Kementerian Kesehatan dalam periode 2010-2014, 
yakni : Pro-rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif dan Bersih. Nilai pro-rakyat 
merupakan wujud kepedulian kita kepada permasalahan yang dihadapi 
rakyat sebagai pasien dan calon pasien, sejalan dengan kaidah altruisme 
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dalam etika kedokteran yang kita kenal. Karena itu, tak jarang ada 
dokter/dokter gigi yang menggratiskan pelayanannya, khususnya di 
daerah terpencil, perbatasan, kepulauan terluar. Bahkan ada yang 
memberi uang untuk biaya transpor rujukan dari penghasilannya. Kisah-
kisah seperti ini merupakan fakta menyejukkan dan menunjukkan 
pengorbanan dan keterpujian dokter.88 
KKI mampu secara responsif memberikan kontribusi saran dan 
kerja sama terhadap reformasi birokrasi yang tengah dijalankan di bidang 
kesehatan. Selanjutnya, KKI mereformasi diri untuk 1) Memperbesar 
jumlah daya produksi dokter spesialis yang diperlukan masyarakat, 2) 
Memantapkan sistem rujukan, dan 3) Mengawal terbentuknya BPJS 
Kesehatan.89 
1.3 Mengoptimalkan Praktik Kedokteran Kepada Masyarakat Tanpa 
Tembang Pilih. 
Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya 
kesehatan. Diantara bagian praktik kedokteran adalah hubungan dokter 
dengan pasien, aspek hukum hubungan dokter dengan pasien, dan 
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kesetaraan hukum hubungan dokter dengan pasien, seperti yang akan 
dijelaskan di bawah ini : 
- Hubungan Dokter dengan Pasien 
Pasien (klien pelayanan medik) adalah orang yang memerlukan 
pertolongan dokter karena penyakitnya dan dokter adalah orang yang 
dimintai pertolongan karena kemampuan profesinya yang dianggap 
mampu mengobati penyakit. Hubungan terjadi ketika dokter bersedia 
menerima klien itu sebagai pasiennya. Hubungan antara orang yang 
memerlukan pertolongan dan orang yang diharapkan memberikan 
pertolongan pada umumnya bersifat tidak seimbang. Dokter pada posisi 
yang lebih kuat dan pasien berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam 
hubungan yang demikian, dokter diharapkan akan bersikap bijaksana dan 
tidak memanfaatkan kelemahan pasien sebagai keuntungan bagi dirinya 
sendiri.90 
Selain itu dokter juga mempunyai kewajiban moral untuk 
menghormati hak pasiennya sebagai manusia. Ketika dalam hubungan itu 
disertai dengan permintaan dokter untuk mendapatkan imbalan jasa dari 
klien (pasien) dan klien (pasien) bersedia memenuhinya, maka terjadilah 
hubungan yang disbeut sebagai hubungan kontraktual. Dalam hubungan 
kontraktual terdapat kewajiban dan hak dari kedua belah pihak yang 
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harus saling dihormati, serta tanggung jawab jika ada yang tidak 
memenuhi kesepakatan tersebut. Karena sifat hubungan yang tidak 
seimbang tersebut maka faktor kepercayaan memegang peranan penting. 
Pihak klien (pasien) akan bersedia bersikap jujur dalam mengungkapkan 
berbagai hal yang ingin diketahui oleh dokter, termasuk hal yang bersifat 
pribadi, dan dokter akan bersikap jujur dalam upaya yang akan 
dilakukannya untuk menolong klien (pasien). Selain itu dokter juga harus 
dapat dipercaya bahwa ia tidak akan menyimpan semua rahasia klien 
(pasien) serta tidak akan mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun 
juga tanpa persetujuan klien (pasien) kecuali atas perintah 
undangundang.91 
Saling percaya dan saling dapat dipercaya ini angat penting 
(krusial) dalam menjaga hubungan yang akan memungkinkan dokter 
mencari penyelesaian bagi keluhan klien (pasien)nya. Dalam hubungan 
dokter-pasien yang tidak seimbang tersebut, maka pola komunikasi 
antara keduanya dapat bersifat : 
1. Aktif-Pasif 
Dalam pola komunikasi akti-pasif ini dokter bersifat aktif dan pasien 
bersifat pasif dan hanya menjawab ketika ditanya atau berbuat setelah 
diperintahkan oleh dokter. Termasuk dalam makan atau menggunakan 
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obat yang diberikan dokter. Di sini ada kecenderungan bahwa dokter akan 
bersikap otoriter dan tidak memberi kesempatan pasien untuk 
mengemukakan pendapatnya. Di masa sekarang, dengan perkembangan 
ilmu kedokteran dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya, hubungan 
semacam ini sudah tidak sesuai lagi. Ilmu kedokteran sekarang 
menyadari bahwa kesembuhan suatu penyakit memerlukan pengetahuan 
dan kesertaan pasien dan keluarganya.92 
 
2. Guidance – Cooperation. 
Hubungan yang lebih maju dari pola komunikasi model pertama 
adalah bimbingan yang ditujukan untuk mengajak kerjasama dari pasien. 
Pasien tetap dianggap tidak (perlu) banyak tahu tetapi perlu dibimbing 
dan diajak bekerja sama dalam upaya menyembuhkan penyakitnya. 
Dokter membimbing-kerjasama seperti halnya orang tua dengan remaja. 
Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerja sama. 
Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata 
menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerja sama pasien yang 
diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter.93 
3. Mutual Participation. 
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Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia 
memiliki martabat dan hak yang sama. Pasien secara sadar aktif dan 
berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat 
diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang 
rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu.94 
- Aspek Hukum Hubungan Dokter Dengan Pasien 
Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam 
hukum kedokteran. Keduanya membentuk baik hubungan medik maupun 
hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara dokter 
dan pasien adalah hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan 
pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya. Dalam 
melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien, pelaksanaan 
hubungan antara keduanya selalu diatur dengan peraturan-peraturan 
tertentu agar terjadi keharmonisan dalam pelaksanaannya. Seperti 
diketahui hubungan tanpa peraturan akan menyebabkan ketidak 
harmonisan dan kesimpangsiuran.95 
Dalam perkembangannya, hubungan hukum antara dokter dan 
pasien ada dua macam96, yaitu : 
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a. Hubungan Karena Kontrak (Transaksi Terapeutik) 
Karena adanya perkembangan yang menuntut hubungan dokter 
dengan pasien bukan lagi merupakan hubungan yang bersifat 
paternalistik tetapi menjadi hubungan yang didasari pada kedudukan 
yang seimbang / partner, maka hubungan itu menjadi hubungan 
kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi karena para pihak yaitu 
dokter dan pasien masing-masing diyakini mempunyai kebebasan dan 
mempunyai kedudukan yang setara. Kedua belah pihak lalu 
mengadakan suatu perikatan atau perjanjian di mana masing-masing 
pihak harus melaksanakan peranan atau fungsinya satu terhadap 
yang lain. 
Peranan tersebut bisa berupa hak dan kewajiban. Hubungan 
karena kontrak umumnya terjadi melalui suatu perjanjian. Dalam 
kontrak terapeutik, hubungan itu dimulai dengan tanya jawab 
(anamnesis) antara dokter dengan pasien, kemudian diikuti dengan 
pemeriksaan fisik, kadang-kadang dokter membutuhkan pemeriksaan 
diagnostik untuk menunjang dan membantu menegakkan 
diagnosisnya yang antara lain berupa pemeriksaan radiologi atau 
pemeriksaan laboratorium, sebelum akhirnya dokter menegakkan 
suatu diagnosis. Diagnosis ini dapat merupakan suatu ‘working 
diagnosis’ atau diagnosis sementara, bisa juga merupakan diagnosis 
yang definitif. Setelah itu dokter biasanya merencanakan suatu terapi 
 
 
dengan memberikan resep obat atau suntikan atau operasi atau 
tindakan lain dan disertai nasihatnasihat yang perlu diikuti agar 
kesembuhan dapat segera dicapai oleh pasien. 
Dalam proses pelaksanaan hubungan dokter-pasien tersebut, 
sejak tanya jawab sampai dengan perencanaan terapi, dokter 
melakukan pencatatan dalam suatu Medical Records (Rekam Medis). 
Pembuatan rekam medis ini merupakan kewajiban dokter sesuai 
dengan standar profesi medis. Dalam upaya menegakkan diagnosis 
atau melaksanakan terapi, dokter biasanya melakukan suatu tindakan 
medik. Tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa 
menyakitkan atau menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Secara 
material, suatu tindakan medik itu sifatnya tidak bertentangan dengan 
hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
i. Mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang 
konkret. 
ii. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu 
kedokteran. Kedua syarat ini dapat juga disebut sebagai 
bertindak secara lege artis. 
iii. Harus sudah mendapat persetujuan dulu dari pasien. 
Secara yuridis sering dipermasalahkan, apakah tindakan medik 
yang tidak mengenakkan / menyakitkan itu dapat dimasukkan dalam 
pengertian penganiayaan yang merupakan konsep dalam hukum 
 
 
pidana. Akan tetapi dengan dipenuhinya ketiga syarat tersebut di atas 
hal ini menjadi dasar tindakan medik yang telah sesuai dengan hukum. 
Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medik ini tidak 
hanya mempunyai arti bagi hukum pidana saja, melainkan juga bagi 
hukum perdata dan hukum administratif. Dalam hukum administratif, 
masalahnya berkenaan antara lain dengan kewenangan yuridis untuk 
melakukan tindakan medik. Oleh karena itu dokter yang berpraktik 
harus mempunyai izin praktik yang sah.  
b. Hubungan Karena Undang-Undang (Zaakwarneming) 
Apabila pasien dalam keadaan tidak sadar sehingga dokter 
tidak mungkin memberikan informasi, maka dokter dapat bertindak 
atau melakukan upaya medis tanpa seizin pasien sebagai tindakan 
berdasarkan perwakilan sukarela atau menurut ketentuan Pasal 1354 
KUH Perdata disebut Zaakwarneming. Dalam Pasal 1354 KUH 
Perdata, pengertian Zaakwarneming adalah mengambil alih tanggung 
jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk 
mengurus dirinya sendiri. 
Dalam keadaan demikian, perikatan yang timbul tidak 
berdasarkan suatu persetujuan pasien, tetapi berdasarkan suatu 
perbuatan menurut hukum, yaitu : Dokter berkewajiban untuk 
mengurus kepentingan pasien dengan sebaik-baiknya setelah pasien 
sadar kembali, dokter berkewajiban memberikan informasi mengenai 
 
 
tindakan medis yang telah dilakukannya dan mengenai segala 
kemungkinan yang timbul dari tindakan tersebut. Untuk tindakan 
selanjutnya tergantung pada persetujuan pasien yang bersangkutan. 
- Kesetaraan Dalam Hubungan Dokter Dengan Pasien 
Demi mewujudkan keseimbangan dalam membina hubungan 
dokter dengan pasien maka diperlukan komunikasi yang setara dari 
kedua belah pihak. Artinya baik dokter maupun pasien memiliki hak yang 
sama untuk mengutarakan maksud dan harapannya. Hubungan dokter 
dengan pasien bukanlah hubungan atasan dengan bawahan. Tidak ada 
yang superior dan inferior di antaranya. Oleh karena itu dokter tidak boleh 
memperlakukan pasien sebagai objek dari pekerjaannya.97 
Kesetaraan hubungan ini sangat berpengaruh dalam proses 
pertukaran informasi antara dokter dengan pasien. Dokter diharapkan 
memberikan peluang kepada pasien untuk mengutarakan dan menerima 
informasi dengan jelas dan bebas sehingga terbinalah komunikasi yang 
efektif dan efisien. Selain mengubah paradigma para dokter, perlu 
dilakukan juga penyuluhan atau edukasi pada masyarakat agar menjadi 
pasien yang cerdas. Hal ini diharapkan nantinya dapat mengangkat posisi 
pasien setara dengan dokter.98 
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B. Faktor Penghambat Bagi Konsil Kedokteran Indonesia Dalam 
Upaya Melindungi Masyarakat Penerima Jasa Pelayanan 
Kesehatan. 
1. Pengaturan Pembatasan Tempat Praktik Dalam Undang-Undang 
Praktik Kedokteran.  
Salah satu isu yang mencuat seputar penerapan kebijakan kesehatan 
baru adalah pengaturan praktik kedokteran melalui UUPK (Undang-undang 
Praktik Kedokteran) dalam bentuk pembatasan tempat praktik. Banyak 
keluhan bahwa adanya kebijakan tersebut mengakibatkan area pelayanan 
kesehatan bagi dokter menjadi terbatas. Pembatasan ini juga menimbulkan 
persoalan lain. Di beberapa daerah, karena ”langkanya” keahlian seorang 
dokter yang kemudian tempat praktiknya menjadi terbatas, mengakibatkan 
masyarakat menjadi tidak tertolong pada saat membutuhkan keahlian 
tersebut. Sebuah kondisi yang saat ini sedang dicarikan jalan keluarnya dan 
membutuhkan kearifan yang bersifat khusus dan spesifik di setiap wilayah 
Indonesia. Kearifan yang tetap harus mengedepankan upaya-upaya: 
menjamin kualitas pelayanan, terpenuhinya ”need” masyarakat dan menjamin 
rasa keadilan (baik untuk masyarakat maupun untuk intern kedokteran).99 
2. Masih Terdapat Delegasi Kewenangan Dokter ke Non Dokter Yang 
Bukan Ahlinya. 
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Membicarakan kewenangan dokter dalam memberikan pelayanan 
kesehatan sangat terkait dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi 
yang dimiliki didapat melalui proses pendidikan yang terstandar dengan baik. 
Untuk dokter standar tersebut adalah standar pendidikan profesi dokter. 
Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa ukuran 
seorang dokter kompeten atau tidak dilihat dari sertifikat kompetensinya. 
Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan 
seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia 
setelah menjalankan pendidikan dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi 
dilakukan oleh kolegium dokter dan dokter spesialis.100 
Dokter yang memiliki kompetensi belum memiliki kewenangan secara 
hukum apabila belum me”registrasikan” kompetensinya ke Konsil Kedokteran 
Indonesia. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter 
gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi 
tertentu serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. 
Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa profesi kedokteran 
adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, 
yang kompetensi keilmuan tersebut diperoleh melalui pendidikan yang 
berjenjang, sehingga menghasilkan kewenangan tertentu. Dapatkah 
kewenangan tersebut diserahkan kepada tenaga yang tidak melalui proses 
pencapaian kompetensi tersebut. Prinsip yang harus dipegang, bahwa 
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pelayanan kedokteran (dokter umum atau dokter spesialis) diberikan menurut 
kewenangannya masing-masing. Tujuannya tidak lain adalah melindungi 
masyarakat akan pelayanan kedokteran oleh tenaga yang tidak kompeten.101 
Kewenangan hanya dapat didelegasikan kepada orang yang memiliki 
kewenangan yang setara. Dokter dapat mendelegasikan / melimpahkan 
kewenangan hanya pada dokter dengan kompetensi yang sama. Dokter 
terhadap petugas kesehatan lainnya tidak dapat mendelegasikan 
kewenangannya. Terhadap petugas kesehatan lain, dokter hanya dapat 
melimpahkan tugas setelah diyakini petugas kesehatan tersebut mampu 
melaksanakannya (tanggung jawab dan kewenangan tetap di tangan dokter). 
Di berbagai negara, juga diatur hal tersebut. Kalau dokter 
mendelegasikan kewenangan kepada tenaga yang tidak kompeten, dokter 
dapat dihukum melalui peradilan / majelis disiplin kedokteran. Draft 
keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang pedoman disiplin profesi 
kedokteran (yang berhubungan pendelegasian kewenangan) tinggal 
disahkan. Di dalamnya termuat butir-butir yang menyatakan Dokter akan 
terkena sanksi disiplin apabila: 
- Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang 
tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 
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- Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti yang tidak memiliki 
kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan 
penggantian tersebut.102 
3. Kurangnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Standar 
Pendidikan Profesi Dokter. 
Setiap lima tahun sekali, institusi pendidikan kedokteran harus 
melakukan evaluasi program pendidikan secara menyeluruh yang melibatkan 
penyelenggara dan administrasi pendidikan, dosen, mahasiswa, alumni, 
otoritas pelayanan kesehatan, wakil / tokoh masyarakat serta organisasi 
profesi, hal inilah yang menjadi perhatian penting bagi Konsil Kedokteran 
Indonesia karena hal ini sering tidak dilaksanakan oleh penyelenggara 
pendidikan.103 
4. Seringnya Terjadi Konflik Kepentingan Di Lapangan dan Kurangnya 
Kejujuran Berprofesi. 
Hal yang sering dilanggar oleh seorang dokter menurut data Konsil 
Kedokteran Indonesia adalah seorang dokter tidak boleh menerima bujukan 
atau hadiah yang mungkin berpengaruh atau mempengaruhi penilaiannya. 
Seorang dokter tidak boleh memberi bujukan dalam bentuk apapun kepada 
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rekan kerja. Seorang dokter harus bertindak atas kepentingan pasien ketika 
menulis resep dan mengatur/menetapkan asuhan medis. Selain itu seorang 
dokter atau keluarganya yang memiliki saham, investasi, atau aspek-aspek 
komersial lain pada rumah sakit, sarana pelayanan kedokteran, kefarmasian, 
atau laboratorium klinik tidak boleh mempengaruhi dokter dalam penulisan 
resep dan penentuan pemeriksaan penunjang.104 
Jika dokter mempublikasikan informasi tentang pelayanan yang 
diberikan, informasi tersebut sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya 
dan harus berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya; Informasi 
yang dipublikasikan oleh dokter tidak boleh memuat pengakuan yang tidak 
dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi tersebut tidak boleh, dengan cara 
apapun, memberikan jaminan kesembuhan dengan memanfaatkan 
ketidakberdayaan para pasien atau ketidaktahuan mereka atas pengetahuan 
medis; Informasi yang dokter berikan kepada pasien tentang pelayanan 
kedokteran tidak boleh membuat pasien terpaksa untuk menggunakan jasa 
dokter. Misalnya, dengan menumbuhkan rasa ketakutan tentang penyakitnya 
dan masa depan kesehatan mereka; Selain itu, dokter tidak boleh 
mengiklankan asuhan kedokteran yang dilakukan dengan berkunjung atau 
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menelepon para calon pasien, melalui perorangan, media massa atau suatu 
lembaga.105 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat 
menyimpulkan poin-poin penting sebagai berikut : 
1. Dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran ditegaskan bahwa tugas 
konsil Kedokteran Indonesia adalah melakukan registrasi dokter dan 
dokter gigi, dan mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan 
dokter gigi yang telah berjalan dengan baik, namun dalam hal 
pembinaan dapatlah dikatakan telah dilaksanakan namun belum 
secara maksimal khususnya yang terkait dengan pengawasan Konsil 
Kedokteran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7, 
54, 71, 72, 73, dan 74 Undang-Undang Praktik Kedokteran. serta 
pengawasan dapat dikatakan belum ada satu pun program-program 
Konsil Kedokteran Indonesia sampai saat ini mengarah pada tugas 
dan fungsi pengawasan. 
2. Faktor penghambat bagi konsil kedokteran indonesia dalam upaya 
melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan adalah : 
(i) Pengaturan pembatasan tempat praktik dalam undang-undang 
praktik kedokteran; (ii) Masih terdapat delegasi kewenangan dokter ke 
 
 
non dokter yang bukan ahlinya; (iii) Kurangnya keterlibatan pemangku 
kepentingan dalam standar pendidikan profesi dokter; dan (iv) 
Seringnya terjadi konflik kepentingan di lapangan dan kurangnya 
kejujuran berprofesi. 
B. Saran 
Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa 
rekomendasi sebagai berikut : 
1. Seharusnya Konsil Kedokteran Indonesia lebih aktif lagi dalam 
melakukan pembinaan dan pengawasan agar kedepannya kerja-kerja 
dari Konsil Kedokteran Indonesia dapat lebih maksimal dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan 
oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran. 
2. Seharusnya Konsil Kedokteran Indonesia mencarikan jalan keluar 
agar faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya melindungi 
masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dapat segera 
teratasi. 
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